BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan
oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Pengadaan
Tanah Pengganti Bagi Tanah Kas Desa Di Kapanewon Tanjungsari Kabupaten
Gunungkidul yang khusunya berada di Kalurahan Kemadang merupakan proses
yang sistematis dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan memperhatikan Peraturan
Gubernur Nomer 24 Tahun 2024. Proses ini dimulai dengan tahapan
perencanaan yang meliputi penetapan lokasi, pembuatan dokumen perencanaan
yang komprehensif, dan penyampaian dokumen kepada gubernur atau
pemerintah daerah. Selanjutnya, proses persiapan dibentuk untuk memfasilitasi
pengadaan tanah melalui berbagai langkah yaitu pembentukan Tim Persiapan,
Pemberitahuan dan Pendataan Awal, Konsultasi Publik, Pengkajian Keberatan,
dan Penerbitan SK Penetapan Lokasi. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan
inventarisasi, penilaian ganti rugi, serta musyawarah untuk mencapai
kesepakatan dengan pihak yang berhak. Hasil akhir berupa ganti kerugian yang
telah disepakati berupa tanah, yang mencakup pembayaran dan pelepasan hak
atas tanah kepada instansi terkait agar dapat digunakan untuk kepentingan

umum. Proses ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan
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masyarakat dalam menjamin transparansi dan keadilan dalam setiap langkah
pengadaan tanah, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan
berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu,
pengadaan tanah ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
pembangunan, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di daerah

tersebut.

. Saran

Dari hasil penelitian penulis, dapat disampaikan saran mengenai Pelaksanaan

Pengadaan Tanah Pengganti Bagi Tanah Kas Desa Yang Terdampak

Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Di Kapanewon Tanjungsari Kabupaten

Gunungkidul adalah

1. Untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan tanah tetap efektif, Keraton
atau Pemerintah Daerah perlu mengatur pengawasan dan evaluasi berkala
terhadap pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah. Evaluasi ini harus
mencakup analisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proses
pengadaan tanah, serta memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan
mampu mengatasi perubahan yang terjadi di masyarakat atau regulasi yang
ada. Meskipun proses pengadaan tanah sudah dilakukan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku, perlu ada upaya lebih untuk memastikan
bahwa seluruh proses dapat dilaksanakan dengan prinsip fungsional,
kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai

yang lebih terjamin.
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